PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 11/ 11 /PBI/2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa kejahatan terhadap alat aganhn dengan
menggunakan kartu telah semakin meningkat dan basva
sehingga diperlukan pengaturan yang lebih rincitaiem
pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang kebih
kepada para pemegang kartu diperlukan peran |étifidari
prinsipal, penerbit,acquirer, penyelenggara kliring dan
penyelenggara penyelesaian akhir;

c. bahwa karena pengaturan produk prabayar perlurdiatam
pengaturan tersendiri maka pengaturan alat pemdayar
dengan menggunakan kartu lebih difokuskan untukgauiem
kartu kredit, kartu ATM dan kartu debet;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipenuka
penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penyelaagga
kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kaldmd

suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat...
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992aten Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nd@hp
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Iadian
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tdl999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir denga
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia T&0Qy
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indane
Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik hekia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah®B 2
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4867);

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BANK INDONESIA  TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT
PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksrmdn:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakghiagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199%2ngnPerbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nbbndahun 1998,
termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia Bdak Umum Syariah
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimanakslichadalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerbaBianah.

2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bang lperbadan
hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

3. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yangjséhkya disebut
APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kieatiti) automated
teller machine (ATM) dan/atalkartu debet.

4. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untodelakukan
pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatgialen ekonomi,
termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk kolela penarikan
tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kapendhi terlebih

dahulu olehacquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajibarkunt

melakukan...



9.

10.

11.
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melakukan pembayaran pada waktu yang disepak&tidesmigan pelunasan
secara sekaligusclfarge card) ataupun dengan pembayaran secara
angsuran.

Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk lakekan
penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimanajikenw pemegang
kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secamngslag sSimpanan
pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Ban§ lperwenang
untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundasteagan yang
berlaku.

Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan unto&lakukan
pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatgiaken ekonomi,
termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajibamepang kartu
dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsonganan pemegang
kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang Imange untuk
menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undgaggrberlaku.
Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK.

Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank ymmtanggung jawab
atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antagogangya, baik yang
berperan sebagai penerbit dan/adaguirer, dalam transaksi APMK yang
kerjasama dengan anggotanya didasarkarsatds perjanjian tertulis.
Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank ryeemgerbitkan APMK.
Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan
kerjasama dengan pedagang, yang dapat memprosesABMK yang
diterbitkan oleh pihak lain.

PedagangMerchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima

pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kraditadgau Kartu Debet.

12. Perusahaan.
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12. Perusahaa®witching adalah perusahaan yang menyediakan gagtahing
ataurouting atas transaksi elektronik yang menggunakan APMHalue
terminal seperti ATM atatlectronic Data Captured (EDC) dalam rangka
memperoleh otorisasi dari Penerbit.

13. Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga irBdBank yang
melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangasingranasing
Penerbit dan/ataficquirer dalam rangka transaksi APMK.

14. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank agawbhga Selain Bank
yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap pesayeh akhir atas
hak dan kewajiban keuangan masing-masing PeneabitathuAcquirer
dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil perban dari

Penyelenggara Kiliring.

BAB I
PRINSIPAL, PENERBITACQUIRER, PENYELENGGARA KLIRING
DAN/ATAU PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR

Bagian Kesatu

Perizinan

Paragraf 1
Prinsipal

Pasal 2
(1) Kegiatan sebagai Prinsipal dapat dilakukan olehkBeauLembaga Selain
Bank.
(2) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertingéhblagai Prinsipal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempeiaiehdari Bank

Indonesia.

(3) Dalam...



3)

(4)

)

(2)

)
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Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan lolattisebagai Prinsipal
Kartu Kredit, Prinsipal Kartu ATM dan/atau Prindig&artu Debet maka
kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia selmgna dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kegia@bagai Prinsipal
APMK tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dara teara untuk
memperoleh izin sebagai Prinsipal diatur denganatS#daran Bank

Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kegiatannya, Prinsipal wajib:
a. menetapkan prosedur dan persyaratan yang obyektifrdnsparan; dan
b. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandeigm

dan/atau jaringan,
kepada seluruh Penerbit dan/atsaquirer yang menjadi anggota Prinsipal
yang bersangkutan.
Pengawasan terhadap keamanan dan keandalan siat€atad jaringan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, halailsuklan juga oleh
Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama a@®erigenerbit dan/atau

Acquirer.

Pasal 4
Prinsipal wajib menghentikan kerjasama dengan PBérgan/atauAcquirer
jika Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabuts iain yang telah
diberikan kepada Penerbit dan/atAoquirer sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Penghentian..



(2)

3)

(1)

(2)

3)

(4)
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Penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada (dyawajib
dilaksanakan oleh Prinsipal paling lambat pada kamia berikutnya sejak
tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari lBamdonesia mengenai
pencabutan atas izin yang telah diberikan kepadaerB# dan/atau
Acquirer.

Pelaksanaan penghentian kerjasama sebagaimanasdonpkda ayat (2),
wajib diberitahukan secara tertulis oleh Prinsigah diterima oleh Bank
Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerjahiteng sejak tanggal

pelaksanaan penghentian kerjasama.

Paragraf 2

Penerbit

Pasal 5

Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Baak Lembaga Selain
Bank.

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukgmtan sebagai
Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wagilmperoleh izin dari
Bank Indonesia.

Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan lolatisebagai Penerbit
Kartu Kredit, Penerbit Kartu ATM dan/atau Penerkdrtu Debet maka
kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia selmgna dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kegia@bagai Penerbit
APMK tersebut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dara tesra untuk
memperoleh izin sebagai Penerbit diatur dengan tSkdaran Bank

Indonesia.

Pasal...



(1)

2)

)

2)

3)

4)

Pasal 6

Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagearbie Kartu Kredit
yaitu Lembaga Selain Bank yang telah memperolehugaha dari Menteri
Keuangan Republik Indonesia sebagai perusahaaniggaab yang dapat
melakukan kegiatan usaha Kartu Kredit.

Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagaarbie Kartu ATM
dan/atau Kartu Debet yaitu Lembaga Selain Bank yamgmpunyai
kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunana ddari
masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan unmalagng yang

mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

Paragraf 3

Acquirer

Pasal 7
Kegiatan sebagaicquirer dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain
Bank.
Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukgmtan sebagai
Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memerzile dari
Bank Indonesia.
Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan loitisebagaf\cquirer
Kartu Kredit, dan/atad\cquirer Kartu Debet maka kewajiban memperoleh
izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud @a@d (2) dilakukan
untuk masing-masing kegiatan sebafyajuirer APMK tersebut.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dara tesra untuk
memperoleh izin sebag#icquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal...



(1)

Pasal 8
Acquirer wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadapgdedayang

bekerjasama dengaequirer.

(2) Acquirer wajib menghentikan kerja sama dengan Pedagangmatakukan

tindakan yang dapat merugikan.

(3) Acquirer wajib melakukan tukar-menukar informasi atau ddengan

4)

1)

2)

3

seluruhAcquirer lainnya tentang Pedagang yang melakukan tindak&ag y
merugikan dan mengusulkan pencantuman nama Pedégaegut dalam
daftar hitam Pedagangwrchant black list).

Ketentuan mengenai klausul minimum yang harus dicakan dalam
perjanjian kerjasama antakcquirer dan Pedagang diatur dengan Surat

Edaran Bank Indonesia.

Paragraf 4
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesaiain Akhir

Pasal 9
Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukgmtan sebagai
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesgi@n Akhir wajib
memperoleh izin dari Bank Indonesia.
Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan loitinsebagai
Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaikhir, maka
kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia saelvagna dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing keqgitgesebut.
Ketentuan lebih lanjut mengengpersyaratan dan tata cara untuk

memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kliring dan/@enyelenggara

Penyelesaian.
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2)

3)
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Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayatli#gtur dengan

Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan Sebagansipal, Penerbicquirer,

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesaiain Akhir

Pasal 10
Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah mempeialehdari Bank
Indonesia sebagai Prinsipal, Penerlfitquirer, Penyelenggara Kiliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhkigjib melaksanakan
kegiatannya dalam jangka waktu yang ditetapkan Btk Indonesia.
Bank atau Lembaga Selain Bank wajib menyampaikambpétahuan
secara tertulis kepada Bank Indonesia, apabilard@g@agka waktu yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 8ankLembaga Selain
Bank tersebut telah atau belum dapat melaksanagiatnnya.
Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud paté&layan tata cara
penyampaian pemberitahuan secara tertulis sebagaimianaksud pada

ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama

Pasal 11

Lembaga Selain Bank yang akanelakukan kegiatan sebagai Prinsipal,

Penerbit Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggaradtesgian

Akhir di wilayah Republik Indonesia harus berbatdakum Indonesia.

Pasal...
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Pasal 12
Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin Bank Indonesia hanya dapat
bekerjasama dengan Prinsipal, Penerl#itquirer, Penyelenggara Kiiring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yan@y t@kamperoleh izin dari

Bank Indonesia.

Pasal 13
(1) Dalam hal Prinsipal, Penerbifcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama depipak lain, maka
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akkajib:
a. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama denbak [ain kepada
Bank Indonesia;
b. memiliki bukti mengenai keandalan dan keamananersistyang
digunakan oleh pihak lain, yamagtara lain dibuktikan dengan:
1. hasil audit teknologi informasi dari auditor indeden; dan
2. hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipakajidipersyaratkan
oleh Prinsipal.
c. mensyaratkan kepada pihak lain untuk menjaga ksiadra data.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaposacana dan realisasi
kerjasama Prinsipal, Penerbicquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhiengan pihak lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaaak Bidonesia.

BAB ...
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BAB Il
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Penerbitan dan Manajemen Risiko

Paragraf 1
Kartu Kredit

Pasal 14

Pemberian Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredigjilv didasarkan atas

permohonan yang telah ditandatangani calon Pemédggrg.

)

(2)

3)

)

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan Kartu Kredit, Penerbit Aequirer Kartu Kredit
wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengaenketn yang
mengatur mengenai manajemen risiko.

Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dudglada ayat (1),
Penerbit Kartu Kredit wajib pula mengikuti ketemugang mengatur
mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan akedijaan
perkreditan bank bagi Bank Umum termasuk penetaparsentase
minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu.

Penetapan persentase minimum pembayaran oleh Pegneljartu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan olahk Bndonesia

dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16
Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informascae tertulis kepada

Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:

a. prosedur..
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prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;

hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemgdéartu dalam
penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risikg yaongkin
timbul dari penggunaaan Kartu Kredit;

c. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;

d. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredg gidoerikan dan
perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan uérseb

e. komponen dalam penghitungan bunga;

f.  komponen dalam penghitungan denda; dan

g. jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikemaka

(2) Penerbit Kartu Kredit wajib mencantumkan informagalam lembar
penagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kaaling pkurang
meliputi:

a. besarnya minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;

b. tanggal jatuh tempo pembayaran;

c. besarnya persentase bunga per bulan dan persefgétié bunga per
tahun @nnualized percentage rate) atas transaksi yang dilakukan,
termasuk bunga atas transaksi pembelian barangasdaupenarikan
tunai, dan manfaat lainnya dari Kartu Kredit apabidunga atas
masing-masing transaksi tersebut berbeda;

d. besarnya denda atas keterlambatan pembayaranereégBng Kartu;
dan

e. nominal bunga yang dikenakan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebag@ndimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Penerbit Kartu Kredit wajibnyampaikan perubahan
informasi tersebut secara tertulis kepada Pemelgartg.

(4) Ketentuan..
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)

2)

3

4)

®)
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaanpeiformasi tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencantunftamasi dalam
lembar penagihan sebagaimana dimaksud pada aydig®j) dengan Surat

Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17

Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitagiK&redit, Penerbit
Kartu Kredit wajib menyusun dan melaksanakan kkbgaaan perkreditan
sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenajilk@wgenyusunan
dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan baniBaag Umum.
Penghitungan bunga dan/atau denda yang timbutratasaksi Kartu Kredit
wajib dilakukan sesuai dengan standar akuntansarigan yang berlaku,
dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kewajara
Dalam hal pemberian kredit sebagaimana dimaksud pgdt (1) menjadi
kredit bermasalah, penyelesaian atas kredit betatasarsebut termasuk
tagihan pokok, bunga dan/atau denda, wajib dis&ksasesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenayupanan dan
pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank badg Barum.
Penghitungan kolektibilitas kredit Kartu Kredit akiukan dengan
ketentuan:
a. Untuk Bank, wajib mengikuti ketentuan Bank Indoaesyang

mengatur mengenai kolektibilitas kredit Bank Umum.
b. Untuk Lembaga Selain Bank, wajib mengikuti ketentuayang

mengatur mengenai kolektibilitas kredit Lembaga®eBank.
Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagilaas transaksi
Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit tdaKredit sendiri atau

menggunakan..
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menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai derkggentuan yang

ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitgmng mempunyai dampak

tambahan biaya kepada Pemegang Kartu dan/atau mkambéasilitas lain di

luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuatulis dari Pemegang Katrtu.

(1)

2)

3

4)

(1)

(2)

Pasal 19
Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan tukar-menukdormasi atau data
dengan seluruh Penerbit Kartu Kredit lainnya.
Informasi atau data yang wajib dipertukarkan seimag@aa dimaksud pada
ayat (1), meliputi data Pemegang Kartu benoggzative list.
Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pgda (&) dilakukan
melalui pusat pengelola informasi.
Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan informdaia Pemegang Kartu
kepada pihak lain di luar kepentingan tukar-menukaformasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetupréulis dari

Pemegang Kartu.

Pasal 20
Penerbit Kartu Kredit yangkan menerbitkan produk baru Kartu Kredit
harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Irstne
Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayahdi)s dilengkapi
dengan informasi yang paling kurang meliputi:
a. rencana bisnis; dan

b. penjelasan karakteristik produk baru Kartu Kredit.

(3) Ketentuan..
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(2)
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3)
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaanp&aporan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengest Sdaran Bank

Indonesia.

Pasal 21
Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengark{pimak di luar pihak
lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13, maka Reberbanggung jawab
atas kerja sama tersebuit.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Peneiduigan pihak-pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengest &daran Bank

Indonesia.

Paragraf 2
Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

Pasal 22
Dalam pemberian Kartu ATM dan/atau Kartu Debetnd?eit Kartu ATM
dan/atau Kartu Debet wajib menerapkan manajemeéo reesuai dengan
ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko.
Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dudglada ayat (1),
Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib putaenerapkan
persyaratan yang paling kurang meliputi:
a. penetapan batas maksimum nilai transaksi; dan
b. penetapan batas maksimum penarikan uang tunai.
Penetapan batas maksimum nilai transaksi dan panamuang tunai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan olahk Bndonesia

dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal...
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Pasal 23

Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menka informasi secara

tertulis kepada Pemegang Kartu, paling kurang mglip

a.

)

(2)

3)

prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM dan/K&rtu Debet,
fasilitas yang melekat pada Kartu ATM dan/atau Kddebet, dan risiko
yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM d#deKartu Debet;
hak dan kewajiban Pemegang Kartu ATM dan/atau Kaebet; dan

tata cara pengajuan pengaduan permasalahan yahkgitéer dengan
penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagamdanaksud pada

huruf a dan lamanya waktu penanganan pengaduatters

Pasal 24

Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang akamenbitkan produk
baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet harus melaporkacara tertulis
kepada Bank Indonesia.

Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayahdi)s dilengkapi
antara lain dengan:

a. rencana bisnis; dan

b. penjelasan karakteristik produk baru Kartu ATM @da Kartu

Debet.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyasmp&poran tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengeast &daran Bank

Indonesia.

Bagian...
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Bagian Kedua

Penggunaan Uang Rupiah

Pasal 25
Setiap perbuatan yangenggunakan uang atasempunyai tujuan pembayaran
atau pemenuhan kewajiban yang dilakukan di wilaydpublik Indonesia
dengan menggunakan Kartu Kredit dan/atau Kartu Det&ib menggunakan

uang rupiah.

BAB IV
PERALIHAN PERIZINAN APMK

Pasal 26

(1) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagaisipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesgian
Akhir APMK kepada pihak lain hanya dapat dilakukaleh Bank atau
Lembaga Selain Bank dalam rangka penggabunganbyrale atau
pemisahan.

(2) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagaisipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara élesgian
Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wagrlebih dahulu
memperoleh izin Bank Indonesia.

(3) Dalam hal terjadi pengambilalihan, Bank atau Lenab8glain Bank yang
telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan gseb#&rinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir APMK wajib melaporkan secaréutisr kepada Bank

Indonesia.

(4) Ketentuan..



(4)

1)

2)

3
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Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dama te&ra untuk
memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayadgi2)penyampaian
laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayadi&)r dengan Surat

Edaran Bank Indonesia.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 27

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap painsPenerbit,

Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara éesgian

Akhir.

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud patla1l3, Bank

Indonesia mengadakan pertemuan konsultasis(ltative meeting) dengan

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau

Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud patig13, maka

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau

Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:

a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia semdnéid dan/atau
on-line mengenai kegiatan APMK;

b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkaihgase
penyelenggaraan kegiatan APMK sesuai dengan pamnBank
Indonesia;

c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia mealakuk
pemeriksaanadn site visit) untuk memperoleh informasi yang terkait

dengan penyelenggaraan kegiatan APMK.

(4) Bank...
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(4) Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak-pihaky yaekerjasama
dengan Prinsipal, Penerbi\cquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir, sebagaimana siidakalam Pasal 13
ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), untuk menyampaikporan tertulis
mengenai informasi tertentu.

(5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksladagat (1), Bank
Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau makagen sanksi
administratif.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyasnpdan jenis laporan
yang disampaikan secara tertutian/atauon-line sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a diatur dengan Surat Edarak Balonesia.

Pasal 28
Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk ais nama Bank
Indonesia melaksanakan pemeriksaan §ite visit) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c.

BAB VI
PENINGKATAN KEAMANAN TEKNOLOGI

Pasal 29
(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib:
a. menggunakan sistem yang aman dan andal;
b. memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi APMK
c. memiliki kebijakan dan prosedur tertulisstahdard operating
procedure) penyelenggaraan kegiatan APM#gn

d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

(2) Dalam...



(2)

3)
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Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dirdgkada ayat (1),

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakadit teknologi

informasi secara berkala dan melaporkan hasil aed#itologi informasi

tersebut kepada Bank Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan teknolesgbagaimana
dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan audit danctata pelaporan hasil
audit teknologi informasi sebagaimana dimaksud pagat (2) diatur

dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI
LAIN-LAIN

Pasal 30

Penyelenggaraan kegiatan APMK oleh Bank Umum Syaatau Unit Usaha

Syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesideingan tetap mengacu pada

prinsip syariah yang berlaku.

)

(2)

Pasal 31

Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan RaByatiah dapat
menyelenggarakan kegiatan APMK sepanjang tidakratip dalam
peraturan yang mengatur mengenai Bank PerkredittydR atau Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat atau Bank PemahiayRakyat Syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiPMK maka
seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesizenaku untuk Bank

Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyata®yar

Pasal...



1)

(2)

)

(2)
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Pasal 32
Prinsipal, Penerbit, dan/até&aquirer harus menyediakan sistem yang dapat
dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain.
Ketentuan lebih lanjut mengenai keharusan penyediggiem yang dapat
dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain sebagagntimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 33
Dalam hal terdapat perubahan atas nama, alamaatdanhformasi pada
dokumen tertentu, Prinsipal, Penerbicquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK shanelaporkan
secara tertulis kepada Bank Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelappeanbahan atas nama,
alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentags@mana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank bxian

Pasal 34

Setiap laporan, keterangan dan/atau data yang piakam oleh Prinsipal,

Penerbit,Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara é?esgian

Akhir APMK wajib disampaikan secara lengkap, beaten akurat.

(1)

Pasal 35
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara
Penyelesaian Akhir APMK dan pihak lain yang terkaiengan
penyelenggaraan APMK dapat menyepakati pembentsikatu forum atau

institusi yang bertujuan untuk mengatur sendiritredl yang bersifat teknis

dan...
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dan mikro, dengan melaporkan secara tertulis kelaara forum atau
institusi tersebut kepada Bank Indonesia.

(2) Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh forum atau itnst sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dikdiasikan kepada Bank
Indonesia dan tidak boleh bertentangan denganmtlaa kebijakan Bank
Indonesia.

(3) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara
Penyelesaian Akhir APMK dan pihak lain yang menjadggota dalam
forum atau institusi sebagaimana dimaksud pada (@yatarus mengikuti
dan tunduk dengan aturan yang telah dikeluarkanmnuamjadi kesepakatan

forum atau institusi tersebut.

Pasal 36
Bank Indonesia mencantumkan daftar nama Bank dambaga Selain Bank
yang telah memperoleh izin dan telah efektif mekaku kegiatan sebagai
Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir APMK dalamebsite Bank Indonesia.

BAB VIl
SANKSI

Pasal 37
Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenelvajban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayatR&3al 5 ayat (2), Pasal 5
ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasalat (1), Pasal 9 ayat (2),
dan/atau Pasal 56 dikenakan sanksi administratifpae
a. penghentian kegiatan APMK, bagi Bank; atau
b. penghentian kegiatan APMK oleh instansi yang beamgnberdasarkan

permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank

Pasal...
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(2)

3)

(1)

(2)

3)
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Pasal 38
Prinsipal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaindineksud dalam
Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayatlgd/atau Pasal 4 ayat (3)
dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisrtu
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud paafa(dy Prinsipal tidak
memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayaPésal 4 ayat (2),
dan/atau Pasal 4 ayat (3), dikenakan teguranisekiediua.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakadd ayat (2), Prinsipal
tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasalatl (1), Pasal 4 ayat
(2), dan/atau Pasal 4 ayat (3), Prinsipal dikenaarksi pencabutan izin

sebagai Prinsipal.

Pasal 39
Acquirer yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimakislam
Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan/atau RBasght (3), dikenakan
sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud paata(hy Acquirer tidak
memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 2yatgn/atau Pasal 8 ayat
(3), dikenakan teguran tertulis kedua.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakadd pyat (2)Acquirer
tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal&® (2), dan/atau Pasal

8 ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin seba§ajuirer.

Pasal...



)
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3)

(1)
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Pasal 40
Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenwwalban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) darfatsal 10 ayat (2),
dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisrtu
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harigkaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada @y, Bank atau
Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi kea@nRasal 10 ayat (1)
dan/atau Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi ashmatif berupa teguran
tertulis kedua.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakada gyat (2), Bank atau
Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi kea@nRasal 10 ayat (1)
dan/atau Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi pambaizin sebagai
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 41
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang melandgasal 12,
dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisraan perintah untuk
menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Pénedscquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesgiain Akhir lain.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pa@a @y, Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamasgmagan Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara

Penyelesaian Akhir, maka dikenakan teguran terkelikia.

(3) Apabila...
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2)

3)
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Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakadd ayat (2), Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir APMKtidak menghentikan kerjasamanya dengan
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir lain, maka dikemaknksi pencabutan
izin sebagai Prinsipal, Penerbf¢quirer, Penyelenggara Kliring dan/atau

Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.

Pasal 42
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memerkeahwvajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), akken sanksi
administratif berupa teguran tertulis dan perintaituk menghentikan
kerjasamanya dengan pihak lain.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud paddé @y, Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhirtidak menghentikan kerjasamanya, dikenakan teguran
tertulis kedua dan perintah untuk menghentikanakarmanya dengan pihak
lain.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakadd ayat (2), Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya maka dikenakan
sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penddjuirer, Penyelenggara

Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal...
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Pasal 43
Penerbit Kartu Kredit yang melanggar ketentuan gaib@ana dimaksud
dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayd®48al 16 ayat (1), Pasal
16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayaP@dsal 17 ayat (2), Pasal 17
ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 17 ayat (5)alP&s Pasal 19 ayat (1),
dan/atau Pasal 19 ayat (4), dikenakan sanksi ashmatif berupa teguran
tertulis.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud paafa(d)y Penerbit Kartu
Kredit tidak mematuhi ketentuan Pasal 14, PasayHs (1), Pasal 15 ayat
(2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasalas(3), Pasal 17 ayat (1),
Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17(dyaPasal 17 ayat (5),
Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan/atau Pasal 194yahaka Penerbit Kartu
Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksadd pyat (2), Penerbit
Kartu Kredit tidak mematuhi ketentuan Pasal 14aP&s ayat (1), Pasal 15
ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2)alP& ayat (3), Pasal 17
ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3plR&sayat (4), Pasal 17 ayat
(5), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan/atau Pasaldt9(4), maka Penerbit
Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi pencabutan sebagai Penerbit
Kartu Kredit.

Pasal 44
Acquirer Kartu Kredit yang tidak memenuhi kewajiban sebageia
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikenakan satksinistratif berupa

teguran tertulis.

(2) Apabila...
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3)
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(2)
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Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud paafa(ayAcquirer Kartu
Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayatAdguirer Kartu Kredit
tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harigkaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakadd pyat (2)Acquirer
Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 @&¥gtAcquirer Kartu
Kredit tersebut dikenakan sanksi pencabutan izbagai Acquirer Kartu
Kredit.

Pasal 45
Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang tidakmenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Zasgat (2), dan/atau
Pasal 23, dikenakan sanksi administratif beruparseygtertulis.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud paala(&y Penerbit Kartu
ATM dan/atau Kartu Debet tidak memenuhi kewajibagbagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayatd@&yatau Pasal 23,
Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tersebwedakan teguran
tertulis kedua.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harigkaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakadd pyat (2) Penerbit
Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tidak memenuhi kela sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayatdéyatau Pasal 23,
Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tersebikembkan sanksi
pencabutan izin sebagai Penerbit Kartu ATM dao/&iartu Debet.

Pasal...
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Pasal 46

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 25 dikenakani dagrkiasarkan Pasal 65

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Banknesia sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nombaiéin 2009.

1)

(2)

3)

(1)

Pasal 47
Bank atau Lembaga Selain Bank yang melanggar Ré&salat (1), Pasal
26 ayat (2), dan/atau Pasal 26 ayat (3), dikenaamksi administratif
berupa teguran tertulis.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada @y, Bank atau
Lembaga Selain Bank tetap melanggar Pasal 26(&Ayd®asal 26 ayat (2),
dan/atau Pasal 26 ayat (3), dikenakan tegurarisekidua.
Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harigkaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakada ayat (2), Bank atau
Lembaga Selain Bank tetap melanggar Pasal 26 ayaPésal 26 ayat (2),
dan/atau Pasal 26 ayat (3), dikenakan sanksi pataralizin atas kegiatan
sebagai Prinsipal, PenerbiAcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau

Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 48
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memeirkahvajiban
menyampaikamaporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam P&sayat
(3) huruf a setelah berakhirnya batas waktu pengsangdaporan dikenakan

sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Apabila...



2)

3)

(4)

)
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Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pa@a @y, Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara KIliring, dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir tetap melanggar Pasal 27 ayah@if a, dikenakan
teguran tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harigkaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakadd ayat (2), Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir tetap melanggar Pasal 27 ayabyfif a, dikenakan
sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai painstenerbitAcquirer,
Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Resaian Akhir.

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memeirkahvajiban
menyampaikan laporan secamdine sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administraibagaimana diatur
dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan dkaRusat Bank
Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang LaposrydRenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kaléhh Bank

Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.

Pasal 49
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memeikaghvajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) bulRésal 29 ayat (1),
dan/atau Pasal 29 ayat (2), dikenakan sanksi astmanhf berupa teguran
tertulis.

(2) Apabila...



(2)

3)

)
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Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pa@a @y, Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara KIliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban selagaa dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, Pasal 29 ayatd@r)/atau Pasal 29 ayat
(2), dikenakan teguran tertulis kedua.

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harigkaler sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakadd ayat (2), Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban selagaa dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, Pasal 29 ayatd@r)/atau Pasal 29 ayat
(2), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai PrinddealerbitAcquirer,

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesgiain Akhir.

Pasal 50
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memerkhvajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) kbudifenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis.
Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) haerder sejak tanggal
surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud paddé @y Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban selmagaa dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, dikenakan sardscgbutan izin sebagai
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal...
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Pasal 51

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memeikhvajiban
menyampaikan laporanon-line secara lengkap, benar dan akurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikenakarsisadkinistratif
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesiagemai laporan
kantor pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indomasiagenai laporan
penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengaggomeakan kartu oleh
Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memeirkahvajiban
menyampaikan laporan tertulis secara lengkap, bedan akurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikenakarsisadkninistratif

berupa teguran tertulis.

Pasal 52

Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memeneWwajkban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57, dikenakan sanksi tegarais.

Pasal 53

(1) Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajibabagaimana

dimaksud dalam Pasal 58, dikenakan sanksi tegartuiis.

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariekaler sejak tanggal

surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud paata(dy Lembaga Selain
Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimakisldm Pasal 58,

dikenakan teguran tertulis kedua.

(3) Apabila...



-33-

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariedmer sejak tanggal
surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimakadd ayat (2), Lembaga
Selain Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimamakiud dalam Pasal
58, dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegia&sragai Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir.

BAB IX
PENGHENTIAN SEMENTARA, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN I2N

Pasal 54

Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimarakslid dalam Pasal 37,

Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasakhdal #3, Pasal 44, Pasal 45,

Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan/atal 33a8ank Indonesia dapat

menghentikan sementara, membatalkan atau menabuwtaing telah diberikan

kepada Bank atau Lembaga Selain Bank sebagai paingtenerbitAcquirer,

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesgi@n Akhir, antara lain

dalam hal:

a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekulatd&om tetap yang
memerintahkan Bank atau Lembaga Selain Bank yargkoiean kegiatan
sebagai Prinsipal, Penerbificquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir untuk menghentkenatannya;

b. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yangelbang antara lain
mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atauhieyaamanajemen
risiko Bank atau Lembaga Selain Bank;

c. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi aaritas pengawas yang

berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghensarentara kegiatan

Prinsipal...
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Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

d. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabutugaha dan/atau
menghentikan kegiatan usaha Bank atau LembaganSé&ank yang
melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, PeneAntjuirer, Penyelenggara
Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Alaltéw)

e. adanya permohonan pembatalan yang diajukan seoldh Bank atau

Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izinB&nk Indonesia.

Pasal 55

(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus melapos@ara tertulis kepada
Bank Indonesia apabila akan menghentikan kegiatanny

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hatakukin paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum PpaisiPenerbitAcquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesgi@n Akhir
menghentikan kegiatannya.

(3) Pelaksanaan penghentian kegiatan oleh PrinsipaherBie Acquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesgi@n Akhir harus
dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonediagplambat 3 (tiga) hari

kalender terhitung sejak tanggal penghentian kagiat

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56
Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukagiatan sebagai

Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara

Penyelesaian.
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Penyelesaian Akhir APMK sebelum diberlakukannyaaRean Bank Indonesia
ini dan belum memperoleh izin atau penegasan darikBindonesia, wajib
memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengargkp waktu yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 57
Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukagiatan sebagai
Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir APMK sebelum diberlakukannyaaRean Bank Indonesia
ini dan telah memperoleh izin atau penegasan dankBIndonesia, wajib
melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia ddengiepi persyaratan
sebagai Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimé&tarddalam Peraturan
Bank Indonesia ini, sesuai dengan jangka waktu yditgtapkan oleh Bank

Indonesia.

Pasal 58
Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiabhagai Prinsipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara dtesgian Akhir di
wilayah Republik Indonesia sebelum diberlakukankgtentuan ini dan belum
berbadan hukum Indonesia maka wajib telah berbadd&om Indonesia dalam

jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59
Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berRR&raturan Bank Indonesia

Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiditat Pembayaran

Dengan...
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Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubabatt Peraturan Bank
Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 dicabut dan dinyatai@dak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanysetagngan Peraturan
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembdegara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 April 2009.
GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 13 April 2009.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMORs4
DASP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 11/ 11 /PBI/2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

UMUM

Dengan telah berjalannya waktu hampir lima tahyaksketentuan Bank
Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alabtbge@ran dengan
menggunakan kartu (APMK) pertama kali dikeluarkaudg akhir tahun 2004,
banyak terdapat kemajuan di bidang teknologi yamegpdngaruh terhadap
APMK. Oleh karena itu dan sejalan pula dengan masuari industri maka
dipandang perlu untuk melakukan beberapa penyalarkstentuan. Beberapa
aspek yang diperlukan dalam penyesuaian tersebaraaain adalah pemenuhan
aspek keandalan, aspek keamanan dan efisiensmsisdag digunakan para
penyelenggara APMK serta aspek pengawasan yang éfektif baik melalui
penyampaian laporan, pelaksanaan pengawasan darapan pra pengawasan
melalui proses perizinan.

Upaya meningkatkan terciptanya efisiensi nasionstiem pembayaran
melalui APMK dapat ditempuh dengan mengharuskamsjpal, penerbit
dan/atau acquirer APMK untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti
menggunakan sistem yang andal dan saling dapat asendengan sistem dari
prinsipal, penerbit dan/atacquirer yang lain. Dengan pemenuhan persyaratan

tersebut dapat dihindari banyaknya sistem yand ts@dding terhubung sehingga

dapat...
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dapat dilakukan penghematan investasi perangkaokedi, yang pada akhirnya
biaya proses transaksi menjadi lebih murah dareafis

Dalam kaitan pemenuhan persyaratan dan memudahkalamd
pengawasannya, maka prinsipal, penerbit, @daquirer disyaratkan harus
memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indones&belum melakukan
kegiatannya. Sementara itu dalam rangka pengedekifengawasan kepada
penyelenggara APMK lainnya, seperti penyelenggérads dan penyelenggara
penyelesaian akhir dalam transaksi APMK, maka kapamtlua penyelenggara
tersebut juga telah dirinci persyaratan perolelzandan berbagai laporan yang
harus disampaikan kepada Bank Indonesia.

Untuk penyelenggara kegiatan personalisasi kartiMKPyang dalam
aturan sebelumnya dipersyaratkan adanya izin, dakamgaturan ini tidak lagi
disyaratkan izin, karena lebih banyak terkait dengegiatan pendukung dalam
penyelenggaraan APMK. Untuk pemenuhan aspek kemmdalstem dan
kesanggupan menjaga rahasia data pemegang karguhgans dipenuhi oleh
perusahaan personalisasi, hal tersebut menjadis tugam tanggung jawab
penerbit APMK ketika penerbit APMK yang bersangkutaelakukan kerjasama
dengan perusahaan personalisasi tersebut.

Dari sisi aspek perlindungan kepada para pemegddliKA beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerbit tirdakgalami perubahan dari
peraturan APMK yang lama, namun terdapat beberaparpbahan penjelasan
dan penyesuaian rumusan sesuai dengan perkembaadprya peraturan
perundangan yang baru di bidang informasi dan #ksiselektronik, seperti
Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Eleik. Dalam beberapa hal
dimungkinkan agar pengaturan-pengaturan yang gdaeknis dan mikro dapat
diminta untuk diatur dan disepakati sendiri oledhuisiri untuk melengkapi aturan
yang telah ditetapkan oleh Bank IndonesSel{-Regulation Organizatid8RO).

Namun...
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Namun pengaturan yang dikeluarkan oleh SRO terd&lakt boleh bertentangan
dengan aturan yang bersifat kebijakan dan makrq yditetapkan oleh Bank
Indonesia.

Selanjutnya, mengingat alat pembayaran dengan meaggn produk
prabayar telah berkembang pesat dan diperkirakalean akan terus bervariasi
pengembangan dan pemanfaatannya oleh industri dasyamakat, tentu
memerlukan perhatian khusus terutama dari sisi pgagan dan ketersediaan
peraturannya. Sehubungan dengan hal tersebut, tpesmgamengenai produk
prabayarperlu diatur secara lebih lengkap dalam peraturankBIndonesia

tersendiri yang terpisah dari pengaturan APMK.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Pada prinsipnya baik Bank maupun Lembaga Selaik Bempunyai
kesempatan yang sama untuk bertindak sebagai painseperti
mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pemerkgaaraalan
sistem dan penetapan prosedur serta persyaratag fgan dan
obyektif jika jaringannya digunakan oleh Penerbit lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

at ...
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Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "obyektif” adalah sesuai dengasyaratan-
persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal dan mekan perlakuan
yang setara gqual treatment kepada seluruh Penerbit dan/atau
Acquirer.
Yang dimaksud dengan "transparan” adalah harugsdersnformasi
yang memadai kepada Penerbit dan/ataguirer terhadap proses
penyusunan, pelaksanaan prosedur dan persyaratgn dy@tapkan
oleh Prinsipal.
Pengawasan yang dilakukan Prinsipal terhadap keamasan
keandalan jaringan yang digunakan oleh PenerbitatnAcquirer
dilakukan secara efektif baik melalui pemantauaau atlengan
pemeriksaan di lokasi Penerbit dan/at&ecquirer. Pelaksanaan
pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara natiniasidentil tanpa
harus menunggu adanya suatu kejadian atau jikarlfteman/atau
Acquirerakan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak lain yang bekerjasaemgyan Penerbit
dan/atauAcquirer’ adalah pihak selain Prinsipal, Peneritquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesgi@n Akhir,
seperti perusahaaswitching perusahaan personalisasi, perusahaan
pencetakan kartu, dan/atau perusahaan yang mekgadisarana

pemrosesan transaksi APMK.

Pasal...



Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia palamgbat 10
(sepuluh) hari kerja dibuktikan dengan stempel dahgdari
perusahaan jasa pengiriman dokumen atau stempglairerima dari

Bank Indonesia.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lembaga Selain Bank yang dapat melakukan penghiampuana
sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenaaga
Selain Bank tersebut antara lain koperasi sesuagafe peraturan
perundang-undangan Republik Indonesia yang mengagmngenai

koperasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal...



Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Termasuk dalam pengertian "tindakan yang merugikadfalah
tindakan Pedagang yang merugikan Prinsipal, PeneNaiquirer
dan/atau Pemegang Kartu, antara lain Pedagangalikettelah
melakukan kerjasama dengan pelaku kejahatdraudste),
memproses penarikan/gesek tunaash withdrawal transactign
Kartu Kredit, atau memproses tambahan biaya tran¢skcharg@.

Ayat (3)
Kewajiban tukar menukar informasi dan data aAt@yuirer, baik oleh
Acquirer Kartu Kredit maupurAcquirer Kartu Debet, tentang nama
dan data Pedagang ditindaklanjuti dengan mengusulkama
Pedagang dalam suatu daftar hitam Pedagamgchantblack list)
Pengelolaan informasi tentamgerchant black listdapat dilakukan
oleh asosiasiAcquirer dan/atau Penerbit Kartu Kredit atau Kartu
Debet.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

at ...
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Ayat (2)
Bank atau Lembaga Selain Bank dinyatakan telahtdapkksanakan
kegiatannya sebagai Prinsipal, Penerl#itquirer, Penyelenggara
Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akpabada jaringan
atau sistemnya telah dapat dioperasikan dan prgdukelah dapat
digunakan oleh masyarakat luas sebagai APMK.
Pemberitahuan tertulis mengenai belum dapat ditedssnnya
kegiatan sebagai Prinsipal, PenerBitquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harwestalisdengan
bukti-bukti pendukung yang memperkuat penjelasang®aeai alasan
dan kendala-kendala yang menyebabkan belum ddpksanakannya
kegiatan sebagai Prinsipal, PenerBitquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang bekerjasaat@amdPasal ini
adalah Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang beroperagiildyah Republik

Indonesia.

Pasal...



Pasal 13

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak iseRrinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir, seperti perusahaawitching perusahaan
personalisasi, perusahaan pencetakan kartu, darpatasahaan yang
menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan "tanda tangan” dalam Pasaldaliah tanda tangan
basah atau tanda tangan elektronik.
Tanda tangan basah dari calon Pemegang Kartu ulka@rlbagi calon
Pemegang Kartu yang untuk pertama kalinya mengajyd@mohonan
Kartu Kredit pada Penerbit, dan Penerbit tersedumassekali belum pernah
mempunyai data tentang calon Pemegang Kartu tdrs@bustomer
Information FilgCIF). Persyaratan tersebut diperlukan sebagaiabadari
perlindungan kepada calon Pemegang Kartu.
Tanda tangan dalam bentuk lainnya seperti tandgataelektronik dapat
dipersyaratkan jika Penerbit telah mempunyai daanmdgyang Kartu
misalnya untuk pemberian Kartu Kredit yang bers#ddt-on up-grade,
atauconversion
Yang dimaksud denganadd-on” adalah pemberian kartu kredit yang
kedua dan seterusnya kepada Pemegang Kartu yarag ¥amg dimaksud
dengan Up-grade” adalah peningkatan fasilitas kartu seperti daver ke

gold. Yang dimaksud dengaiconversiori adalah pengubahan fasilitas

Kartu...
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Kartu Kredit dari satu jenis fasilitas ke fasilit@snnya, seperti dasilver
card keclear card

Dalam mengimplementasikan tanda tangan elektroRinerbit harus
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalamupsmaperundang-

undangan Republik Indonesia mengenai informasitidarsaksi elektronik.

Pasal 15
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "manajemen risiko” dalam ayaintara lain
meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemenikos kredit,
manajemen risiko operasional dan manajemen risikaana
penggunaan teknologi informasi. Dalam penerapanajaaren risiko
tersebut Penerbit ataficquirer diharuskan juga memiliki kesiapan
finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran yamgngkin
timbul dalam hal terjadi kejahatan Kartu Kredit.
Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Bénatau
Acquirer Kartu Kredit yang berupa Bank, mengacu pada ke#mnt
Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemeko rian
seluruh peraturan pelaksanaannya. Sementara itsughwntuk
penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknolormasi
bagi Penerbit ataAcquirer Kartu Kredit yang berupa Bank mengacu
pada Peraturan Bank Indonesia tentang ManajemeikoRi3alam
Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum
Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Bénatau
Aquirer Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank memnga
pada ketentuan yang mengatur mengenai manajesiko kembaga

Selain Bank tersebut. Dalam hal belum terdapat nkes® yang

mengatur...
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mengatur mengenai manajemen risiko Lembaga Selaitk,Bmaka
penerapan manajemen risiko bagi Penerbit Atguirer yang berupa
Lembaga Selain Bank dapat mengacu pada ketentuanIBdonesia
yang mengatur mengenai manajemen risiko Bank terknas
manajemen risiko dalam penggunaan teknologi inferma

Ayat (2)
Dalam mengikuti ketentuan yang mengatur mengenavajean
penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreoiiiak bagi
Bank Umum termasuk memperhatikan asas-asas pdgdreglang
sehat, yang sekurang-kurangnya memuat dan menuathial pokok
seperti prinsip kehati-hatian dalam perkreditangaarsasi dan
manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan krethkumentasi
dan administrasi kredit, pengawasan kredit, daryglesaian kredit
bermasalah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Ketentuan yang mengatur tentang penyusunan dakspaliaan
kebijaksanaan perkreditan bagi Penerbit Kartu Kreeliupa Bank
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatngenai
penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreB#émk

Umum.

Ketentuan...
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Ketentuan yang mengatur tentang penyusunan darkspelaan
kebijaksanaan perkreditan bagi Penerbit Kartu Krdmirupa
Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan yangatus
mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksardaedtan
bagi Lembaga Selain Bank tersebut. Dalam hal belenmtapat
ketentuan yang mengatur mengenai penyusunan diakspeaan
kebijaksanaan perkreditan bagi Lembaga Selain Bamaka
penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkrebdagi
Penerbit Kartu Kredit berupa Lembaga Selain Bankata
mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksardaedgtan
Bank Umum.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "aspek keadilan dan kewajaaaiallah
bahwa Penerbit mengikuti kesepakatan tata caratyegian yang
telah disepakati oleh industri dan terikat untukngampaikan
secara transparan prinsip-prinsip perhitungan betse&kepada
Pemegang Kartu. Contoh mempertimbangkan asas &eaddn
kewajaran antara lain, Penerbit tidak mengenakamgduatas
tagihan yang telah dibayar sebelum tanggal cetgikaa garly
paymet).

Ayat (3)
Kewajiban untuk tunduk pada ketentuan Bank Ind@ne®ngenai
penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreBigak
Umum, berlaku baik untuk Bank maupun Lembaga SeBank

yang menerbitkan Kartu Kredit.
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Ayat (4)
Untuk kepentingan internal, Penerbit Kartu Krediapdt
melakukan penghitungan kolektibilitas yang lebihti-hati
(prudent) daripada ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan
otoritas yang berwenang terhadap Lembaga Sekank,Bramun
untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indondézmerbit
Kartu Kredit wajib melakukan penghitungan kolekttas kredit
berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai piamieedit
oleh Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan “fasilitas yang mempunyai agd&mpmbahan
biaya” dalam pasal ini antara lain adalah prograoransi dan pemberian
Kartu Kredit tambahan.
Yang dimaksud dengan “fasilitas lain diluar fungsama Kartu Kredit”
antara lain adalah memperlakukan kelebihan pembaaytgihan Kartu
Kredit sebagai tabungan yang benar-benar diper&akideperti simpanan
biasa yang dapat digunakan untuk bertransaksi ali ttansaksi Kartu
Kredit misalnya transaksi transfer dana antar Bank.
Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari &gng Kartu” adalah
persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu lonelanedia
komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kattedit untuk
komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahtgyanasuk email

faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkatamha catatan resmi

Penerbit...
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Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan baik datemtuk transkrip atau

media elektronik.

Pasal 19

Ayat (1)
Pelaksanaan tukar-menukar informasi atau data ngnpemegang
Kartu Kredit tetap memperhatikan ketentuan mengesfaasia bank
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-uadamgngenai
perbankan.

Ayat (2)
Data Pemegang Kartu berupzegative list antara lain berupa
informasi mengenai identitas Pemegang Kartu Kretéita transaksi
Kartu Kredit dalam kurun waktu tertentu, kolektitais kredit,plafond
kredit, dan saldo kredit.

Ayat (3)
Pusat pengelola informasi dalam ayat ini antana paisat pengelola
informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesiagpsiasi
Penerbit Kartu Kredit dan/atau suatedit bureau.

Ayat (4)
Larangan pemberian informasi data Pemegang Kartia ggat ini
misalnya pemberian informasi data Pemegang Kardln élenerbit
kepada pihak lain seperti Pedagang dan perusakaemai.
Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari égamg Kartu”
adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegandu Kaelalui
media komunikasi yang khusus dibangun oleh Peniudoitu Kredit
untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nabalya termasuk

e-mail faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkadalam

catatan...
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catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersaragkuiaik dalam

bentuk transkrip atau media elektronik.

Pasal 20

Ayat (1)
Pelaporan produk baru Kartu Kredit dimaksudkan gabaalah satu
bentuk pengawasan sebelum kegiatan produk baruu Kiaredit
dilaksanakan.
Produk baru Kartu Kredit antara lain berupa vatanu dari Kartu
Kredit (silver, gold, platinum co-branding dan lain-lain) atau
penambahan fungsi Kartu Kredit.

Ayat (2)
Penjelasan karakteristik produk baru Kartu Kreditea lain meliputi
alur transaksi, upaya peningkatan keamanan sisam,perbedaan
produk baru dengan produk sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak-pihak di luar pihak’lalalam ayat ini
misalnya perusahaan jasa pengiriman dokumen, agenagaran
(sales agentatau jasa penagihadgbt collectoy.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal...
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Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "manajemen risiko” dalam ayantara lain
meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemenkadsoperasional
dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologirmdsi. Dalam
penerapan manajemen risiko tersebut Penerbit Ka&fM dan/atau
Kartu Debet juga diharuskan memiliki kesiapan fsiah untuk
memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin timtalard hal
terjadi kejahatan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Bércartu ATM
dan/atau Kartu Debet yang berupa Bank, mengacu gatituan
Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemeko rian
seluruh peraturan pelaksanaannya. Sementara itsughuntuk
penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknolormasi
mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang &taanj Risiko
Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum
Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Bércartu ATM
dan/atau Kartu Debet yang berupa Lembaga Selairk Bangacu
pada ketentuan yang mengatur mengenai manajeniken ksmbaga
Selain Bank tersebut. Dalam hal belum terdapat nkes® yang
mengatur mengenai manajemen risiko Lembaga Selaitk,Bmaka
penerapan manajemen risiko bagi Penerbit yang hebigmbaga
Selain Bank dapat mengacu pada ketentuan Bank ésdobryang
mengatur mengenai manajemen risiko Bank termasukaj@aen

risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

at ...

5
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Pelaporan produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu [Debe
dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengawdseluisekegiatan
produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilaksamn.

Ayat (2)
Penjelasan karakteristik produk baru Kartu ATM d¢end Kartu
Debet antara lain meliputi alur transaksi, upayanimgkatan
keamanan sistem, dan perbedaan produk baru dengastukp
sebelumnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Penggunaan uang rupiah dalam kegiatan APMK seseragash amanat
Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 188fang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dergadang-Undang
Nomor 6 Tahun 2009.
Yang dimaksud menggunakan uang rupiah adalah saiaag rupiah
sebagaimana yang telah digunakan dalam transakdigy@aran dengan alat

pembayaran non tunai.

Pelaksanaan.
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Pelaksanaan transaksi menggunakan uang rupiahaaméam dapat
ditunjukkan dengan adanya bukti transaksi dalang wapiah, seperti yang

tercantum dalarsales draftatau bukti transaksi lainnya.

Pasal 26
Ayat (1)

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakalen satu
Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk gegmgngkan diri
dengan Bank atau Lembaga Selain Bank lain yandp tetka yang
mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank atau lagabSelain
Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukepadla Bank
atau Lembaga Selain Bank yang menerima penggabuigan
selanjutnya status badan hukum Bank atau Lembdga $ank yang
menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukam di& Bank
atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk melelbudia dengan
cara mendirikan Bank atau Lembaga Selain Bank lgang karena
hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank ataullaga Selain
Bank yang meleburkan diri dan status badan hukumk Batau
Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri beralkduieia hukum.
Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukdn Béak atau
Lembaga Selain Bank untuk memisahkan usaha yangakematkan
seluruh aktiva dan pasiva Bank atau Lembaga Sé&aink beralih
karena hukum kepada dua atau lebih Bank atau Lesm®algin Bank
atau sebagian aktiva dan pasiva Bank atau LembatminSBank
beralih karena hukum kepada satu atau lebih Baak &embaga

Selain Bank.

Ayat ...
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dikuieh badan
hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalfams Bank
atau Lembaga Selain Bank yang mengakibatkan bayaih
pengendalian atas Bank atau Lembaga Selain Basddtet.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Dalam memberikan kesempatan kepada Bank Indonesik u
memperoleh informasi termasuk memberikan akses pigtEm
teknologi informasi.
Ayat (4)

Cukup jelas.

at ...
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 28
Yang dimaksud dengan “pihak lain” dalam pasal malah pihak-pihak
yang oleh Bank Indonesia dinilai memiliki kemampuamtuk
melaksanakan pengawasan, antara lain akuntan pdblik konsultan
teknologi informasi.
Pengawasan oleh pihak lain dapat dilakukan seatiu bersama-sama

dengan pengawas dari Bank Indonesia.

Pasal 29

Ayat (1)
Keamanan teknologi APMK meliputi keamanan dalam seso
penerbitan kartu, pengelolaan data, keamanan padtu, kdan
keamanan pada seluruh sistem yang digunakan unerkpnoses
transaksi APMK.
Yang dimaksud dengan “aman” adalah sistem elelkroyang
digunakan terlindungi secara fisik dan non fisik.
Yang dimaksud dengan "andal’ adalah sistem elel¢romemiliki
kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggumaanny

Ayat (2)
Pelaksanaan audit untuk teknologi informasi dapktkukan oleh

auditor independen.

at ...

5
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Keharusan penyediaan sistem yang dapat dikonekdisagan sistem
APMK vyang lain antara lain dimaksudkan untuk mekatgan
efisiensi dalam kegiatan APMK.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Perubahan informasi pada dokumen tertentu yangshaitaporkan
antara lain meliputi susunan pengurus atau perddik badan usaha
yang bersangkutan.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal...
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Pasal 35

Ayat (1)
Pengaturan sendiri oleh forum atau institussel{-Regulation
OrganizatiodlSRO) dimaksudkan untuk melengkapi aturan dan
kebijakan Bank Indonesia.

Ayat (2)
Untuk mencegah agar aturan yang dikeluarkan tidakebtangan
dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia, maki@rimaturan
yang akan dikeluarkan oleh forum atau institusi sebut
dikonsultasikan kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36
Pencantuman daftar nama Bank atau Lembaga Selaik @damwebsite

Bank Indonesia dimaksudkan agar masyarakat luastda@ngetahui
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang telampszoleh izin dari
Bank Indonesia dalam penyelenggaran APMK.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal...



Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

22
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Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenapgt derasal
dari pengawas bank, pengawas sistem pembayarapexigawas dari
Lembaga Selain Bank yang bersangkutan.
Huruf c

Cukup jelas.
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Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.
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